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Data kejahatan siber di Indonesia berdasarkan sistem teknologi informasi milik Bareskrim Polri (
Robinopsnal ) tercatat sejak 1 Januari hingga 22 Desember tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesiatelah
menindak sebanyak 8.831 kasus kejahatan siber. Salah satu yang tergolong kejahatan siber yakni tindakan
skimming. Skimming merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menggandakan data yang
bukan miliknya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk melihat bagaimana pel aksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
difokuskan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan skimming karena belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara tegas tindakan skimming tersebut. Masih terdapat perbedaan
penerapan peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindakan
skimming. Pengaturan tindakan skimming di Indonesia terdapat dalam KUHP, UU ITE sera UU PDP. Pada
praktiknya masih terdapat perbedaan dalam penanganan tindakan skimming, aparat penegak hukum ada
yang menerapkan pasal pencurian dalam KUHP, ada yang menerapkan illegal access yang terdapat dalam
UU ITE. Dalam skripsi ini penulis berpendapat UU ITE lah yang lebih tepat untuk menangani tindakan
skimming di Indonesia. Tindakan skimming ini harus diminta pertanggungjawabannya berdasarkan apa
yang tercantum dalam ketentuan UU ITE.

...... Data on cybercrime in Indonesia, based on the information technology system owned by the Indonesian
National Police's Criminal Investigation Department (Robinopsnal), shows that from January 1st to
December 22nd, 2022, the Republic of Indonesia Police have taken action against 8,831 cybercrime cases.
One of the forms of cybercrimeis skimming, an act where someone duplicates data that does not belong to
them. The research conducted by the author takes the form of juridical-normative study, aiming to examine
the implementation of legal regulations. The focus of thisresearch is on the criminal liability of individuals
involved in skimming, asthere is currently no specific legal regulation that explicitly addresses skimming.
There are till differences in the application of regulations by law enforcement agencies in Indonesia when
dealing with skimming. The regulation on skimming in Indonesia can be found in the Criminal Code
(KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and the Personal Data Protection Law
(UU PDP). In practice, there are variations in how skimming cases are handled, with some law enforcement
agencies applying theft provisions from the Criminal Code, while others apply the illegal access provisions
from the Information and Electronic Transactions Law. In thisthes's, the author argues that the Information
and Electronic Transactions Law (UU ITE) is more appropriate for handling skimming cases in Indonesia.
The accountability for skimming actions should be sought based on the provisions stipulated in the
Information and Electronic Transactions Law (UU ITE).
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